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BAB  I
PENDAHULUAN

I.1   LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan yang baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan Tahun 2016.
Komponen Perencanaan Startegis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah Kota Batam Tahun 2011 – 2016 yang memuat  visi, misi dan strategi utama, serta  menjadi komitmen Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dalam penyusunan Renstra SKPD  dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun mendatang.
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai kebutuhan dan prioritasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) seperti yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang akan diharapkan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-SKPD disusun berdasarkan skala prioritas dan usulan-usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan.

I.2   Landasan  Hukum
Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam Tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut:
1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang Pembentukan: Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4237).
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang – Undang  Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438).
5. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2011, Tentang perubahan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2010, Tentang Partai Politik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Pemerintah, Nomor 05 Tahun 2009, Tentang bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
8.     Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
9.     Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50).
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kota Batam.
12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan Wakil  Kepala  Daerah  dalam  memelihara  kerukunan  umat  beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadat.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman penyiapan sarana dan Prasarana dalam Penaggulangan Bencana.
17. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 03 Tahun 2008, Nomor : Keputusan/033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008, Tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 38 Tahun 2008, Tentang Penerimaan dan Pemberian bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 44 Tahun 2009, Tentang Pedoman kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman fasilitasi Pendidikan Politik.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 16 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kominda.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri,  Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah.
I.3  MAKSUD DAN TUJUAN 
  Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan  Bangsa Dan Politik Kota Batam adalah tersedianya dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi data masalah daerah, perencanaan arah kebijakan dan pemilihan strategis yang sesuai dengan kebutuhan internal.


I.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA


Kaitan RPJMD Kota Batam dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. VIsi : “Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional”R
2. Visi SKPD : “ Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Serta Ketahanan Masyarakat Batam Yang Heterogen Menuju Kehidupan Politik Yang Harmonis dan Berbudi Perkerti  “PJMD
Dalam Visi SKPD tergambar jelas bahwa terwujudnya Kota Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang modern dan menjadi pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional tidak terlepas dari kuatnya rasa persatuan dan Kesatuan serta ketahanan Masyarakat Kota Batam 
yang Multietnis serta kondusifnya Sosial Politik Masyarakat.
Kaitan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam dengan Misi Pemerintah Kota Batam terdapat pada Misi 3 dan Misi 5 sebagai berikut :

Misi 3  :  Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan.

Misi 5 :   Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, berhubungan erat dengan RPJP Daerah, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional karena berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa RPJM Daerah berpedoman pada dokumen RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi dan Nasional. 
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 RPJM Daerah juga merupakan payung bagi dokumen perencanaan dibawahnya yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 
Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah yang ditetapkan setiap tahun (Pasal 5 Ayat 3 UU Nomor 25 Tahun 2004), RKPD mengacu pada RKP sehingga secara langsung RAPBD akan berhubungan dengan RAPBN terutama dilihat dari keterkaitan keuangan/fiskal antara pusat dan daerah seperti (DAU, 
DAK, dan Bagi Hasil) dan kebijakan lainnya yang masih diatur oleh Pemerintah Pusat Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 
Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus singkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi Pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Kota Batam 2011-2016 harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik struktur tata ruang maupun pola ruang. 
Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa RPJM Daerah menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sehingga dengan demikian RPJM Daerah juga secara tidak langsung menjadi payung dalam penyusunan Renstra SKPD, selanjutnya Renstra SKPD dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan atau Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan paling aplikatif dari RPJMD. Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, Kota Batam diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pembangunan nasional.
Pelaksanaan RPJPD Kota Batam 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMD I Tahun 2006 – 2011, RPJMD II Tahun 2011– 2016, RPJMD III Tahun 2016–2021, dan RPJMD IV Tahun 2021–2025. 
RPJP Provinsi digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Provinsi. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing - masing periode RPJM sesuai dengan visi, misi, dan program. Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
Dalam hal ini keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Berdasarkan arahan dalam RPJPD Kota Batam 2005-2025, bahwa RPJMD merupakan penjabaran program lima tahunan RPJPD yang dilaksanakan berdasarkan periode Kepala Daerah. Sesuai  dengan   peraturan   perundang - undangan   bahwa   RPJMD  yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, dalam penyusunannya tetap berpedoman kepada RPJPD Kota. Dalam RPJPD 2005-2025 ditetapkan bahwa visi jangka panjang daerah adalah ‘Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani’. Dengan misi-1,  Mewujudkan Batam sebagai Bandar berstandar Internasional. 
2. Menciptakan Batam sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. 
3. Menciptakan Masyarakat Madani (agamis, sejahtera, maju, berbudaya, menegakkan supremasi hokum, berkeadilan dan demokratis).

4. Menciptakan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel. 
Dalam kaitan tersebut Pemerintah Kota Batam dalam RPJMD 2011-2016 menetapkan Visi Kota Batam yaitu: Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional.
Hubungan RPJMD 2011-2016 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015 Berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Kepri 2010-2015 ditetapkan Visi yaitu ‘Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkungan’  dengan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil.
3. Mengembangkan wisata yang berbasis kelautan dan budaya setempat.
4. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada rakyat kecil (Wong cilik).
5. Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
6. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
7. Mengembangkan etos kerja, disiplin, budi pekerti dan supremasi hokum.
8. Mengembangkan kehidupan yang demokratis, keadilan serta   berkesetaraan gender.
9. Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan.
Hubungan RPJMD dengan RTRW Kota Batam dimana RTRW Kota Batam Tahun 2008-2028 belum ditetapkan sebagai Peraturan daerah, namun dalam rancangan Perda RTRW telah dijelaskan kebijakan yang ditempuh dalam RT/RW 2008 - 2028.
Hubungan Renstra 

Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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I.5  SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun sistematika penulisan Renstra ini adalah :
· BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan RENSTRA dengan dokumen perencanaan lainnya, serta  Sistematika Penulisan.
· BAB II  GAMBARAN  PELAYANAN  SKPD
Dalam bab ini memuat informasi tentang peran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, sarana dan prasarana, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan Kinerja Pelayanan SKPD.
· BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini memuat tentang analisis Renstra Kementrian / Lembaga dan SKPD Provinsi yang berlaku, telaahan tata ruang wilayah dan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD.
· BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN  KEBIJAKAN
Bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam.
· BAB V  RENCANA PROGRAM  DAN  KEGIATAN INDIKATOR KENERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menampilkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
· BAB VI  INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB  II

GAMBARAN PELAYANAN 
                         BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
KOTA BATAM

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Bidang Aktual dan Bidang Ketahanan Seni, Budaya serta melaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya. 

2.1   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 
Badan Kesatuan Bangsa politik Kota Batam di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor ---? Tahun ----? Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam.
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa, politik, actual dan ketahanan seni, budaya, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Batam, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
c. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang kesatuan bangsa, bidang pengembangan budaya politik, bidang perlindungan masyarakat dan bidang penanganan masalah aktual.
e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
f. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya.
g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya.

h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam terdiri dari :

a.  Kepala Badan;

b.  Sekretaris, membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c.  Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :

1) Sub Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan;

2) Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan;
d.  Bidang Pengembangan Budaya Politik, membawahi :

1) Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Politik;

2) Sub Bidang Fasilitas Organisasi Politik;
e.  Bidang Penanganan Masalah Aktual, membawahi :

1) Sub Bidang Pembinaan Sosial Politik;

2) Sub Bidang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan ;
            f. Bidang Ketahanan Seni, Budaya


1) Sub Bidang?


2) Sub Bidang?
g.  Unit Pelaksana Teknis :
h.  Kelompok Jabatan Fungsional :
Uraian tugas dan fungsi sekretariat dan bidang – bidang pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat 
· Mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan layanan administrasi dan fungsional.
· Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat.

b. Mengkoordinasi perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
c. Mengkoordinasi penyusunan rencana umum, rencan strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran.

d. Koordinasi pelaksanaan tugas unit – unit organisasi dilingkungan badan.
e. Menyusun rencana kerjasama badan.

f. Menyusun penetapan kinerja badan.

g. Menyusun pentujuk pelaksanaan program dan kegiatan badan.
h. Melaksanakan analisis dan menyajikan data di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
i. Menerapkan dan mengembangkan system informasi di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
j. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan badan.
k. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan.
l. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan
m.  Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan.
n.  Menyiapkan bahan dan menata usahakan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik 
o. Mengendalikan dan melaksanakan, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan.
p. Pengelolah keuangan, kepegawaian, surat – menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat.
q. Melaksanakan pelayanan administratif fungsional.
r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat.
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
2. Bidang Kesatuan Bangsa
· Mempunyai tugas melaksanakan, pembinaan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan, ideologi, kewaspadaan nasional, bela Negara, pengembangan nilai – nilai kebangsaan, pembauran bangsa, pengkajian masalah strategis daerah dan pendidikan politik.
· Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa.

b. Merumuskan kebijakan umum pembinaan bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.

c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.

d. Menyusun rencana dan penetapan kinerja Bidang Kesatuan Bangsa.

e. Melaksanakan koordinasi kebijakan operasional di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen dan keamanan, bina masyarakat perbatasan, penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, pengawasan orang asing, dan lembaga asing.
f. Melaksanakan koordinasi kebijakan opersaional di Bidang ketahanan budaya, Agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.

g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan, Desa dan masyarakat di bidang ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nila –nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.

h. Meningkatkan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa politik di bidang ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nila –nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.

i. Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nila –nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.

j. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pembinaan di bidang ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nila –nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kesatuan bangsa.

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengembangan Budaya Politik
· Bidang Pengembangan Budaya Politik Mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan dan pembinaan partisipasi politik.

· Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Budaya Politik mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Budaya Politik.
b. Merumuskan kebijakan umum pembinaan di bidang politik.

c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan di bidang politik.

d. Menyusun rencana dan penetapan kinerja Bidang Pembinaan Politik.
e. Melaksanakan koordinasi kebijakan operasional di Bidang Pembinaan Politik.
f. Melaksanakan pembinaan komunikasi dan pendidikan politik.

g. Melaksanakan fasilitas hubungan antar partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.

h. Melaksanakan fasilitas hubungan antara pemerintah daerah dengan partai politik, organisasi kemsyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.

i. Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan pemilihan umum.
j. Melaksanakan pemeliharaan data partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.

k. Melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.
l. Melaksanakan peningkatan partisipasi politik.
m. Menyusun rencana dan penetapan kinerja di Bidang Pembinaan Politik.

n. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pembinaan di Bidang politik.
o. Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Bidang Pengembangan Budaya Politik.
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
4. Bidang Penanganan Masalah Aktual

· Bidang Penanganan Masalah Aktual Mempunyai tugas melaksanakan penanganan masalah aktual dan faktual masyarakat.  
· Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Penanganan Masalah Aktual mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penanganan Masalah Aktual.

b. Merumuskan kebijakan umum pembinaan penanganan masalah aktual sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan.

c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan penanganan masalah aktual sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan.

d. Menyusun rencana dan penetapan kinerja bidang pembinaan penanganan masalah aktual sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan.

e. Melaksanakan koordinasi kebijakan operasional di bidang pembinaan penanganan masalah aktual sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan.

f. Melaksanakan pembinaan penanganan masalah aktual sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan.

g. Melaksanakan peningkatan kesiap-siagaan terhadap ancaman masalah aktual sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan.
h. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penanganan masalah aktual sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan.

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Masalah Aktual.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
5. Bidang Ketahana Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi
· Bidang Ketahanan Seni Dan Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di Bidang Ketahanan Seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.

· Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Ketahanan Seni Dan Budaya mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan,

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan,

c. Perumusan kebijakan dan fasiltasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan akulturasi budaya,

d. Peru,usan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan,

e. Perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penaganan masalah social kemasyarakatan,

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam.

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi terdiri dari :

a. Sub Bidang Ketahanan Seni Dan Budaya,

(1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dan pengembangan nilai – nilai kebudayaan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

· Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian,

· Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan nilai – nilai kesenian,

· Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan,

· Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai – nilai kebudayaan,

· Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan penyalahgunaan obat terlarang,

· Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penaganan masalah sosial kemasyarakatan lainnya,

· Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala asilitasi Bidang.

b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi

(1) Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik khususnya di Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomni dalam rangka memfasilitasi, monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pelestarian nilai – nilai keagamaan, kerukunan umat beragama, dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi organisasi kemasyarakatan dalam rangka menjaga keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Adalah sebagai berikut :

· Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan,

· Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelestarian nilai – nilai keagamaan dan kepercayaan,

· Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat,
· Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi masyarakat,
· Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian,
· Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitorin dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiscal, dan moneter,
· Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perilaku perekonomian masyarakat,
· Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi dan, 
· Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang,
Adapun bagan struktur dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan perlindungan Masyarakat Kota Batam dapat dilihat dalam lampiran. 
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Tata laksana Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam mempunyai mekanisme sebagai berikut :


2.2  Sumber Daya 
Sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam meliputi sumber daya manusia dan  sarana/prasarana dapat dijelaskan sebagai berikut:
2.2.1   Sumber  Daya  Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam didukung oleh personil sebanyak 26 (dua puluh enam) personil , terinci  sebagai  berikut  :
Tabel 2.1 Menurut Golongan
	No
	Uraian
	Menurut Golongan
	Jumlah

	
	
	I
	II
	III
	IV
	

	1.
	Struktural
	-
	-
	11
	5
	16

	2.
	Staf Sekretariat
	-
	3
	-
	-
	3

	3.
	Staf Bidang
	-
	2
	5
	-
	7

	Jumlah
	-
	5
	16
	5
	26


Tabel 2.2 Menurut Tingkat Pendidikan
	No
	Uraian
	Menurut Golongan
	Jumlah

	
	
	SMP
	SMU
	D3
	S1
	S2
	

	1.
	Struktural
	-
	4
	2
	8
	2
	16

	2.
	Staf Sekretariat
	1
	-
	-
	2
	-
	3

	3.
	Staf Bidang
	-
	1
	-
	6
	-
	7

	Jumlah
	1
	5
	2
	16
	2
	26


2.2.2   Sarana dan Prasarana 
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam telah tersedia sarana dan prasarana pendukung.
Sarana  dan prasarana  ( Barang  Milik / Kekayaan  Daerah = BM/KD)  Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat  Kota  Batam per  31 Desember 2010  sebesar Rp 819,473,300,- (terlampir Tabel 2.3).

2.3 Kinerja Pelayanan 

Pelaksanaan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik selama 5 (lima) tahun, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2006 - 2010, hasil capaian kinerja menunjukan bahwa pada umumya Badan Kesatuan Bangsa, Dan Politik Kota Batam telah berhasil mencapai seluruh sasaran strategis yang ditargetkan dalam rencana kinerja selama 5 (lima) tahun.

Secara keseluruhan capaian kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  Kota Batam cukup baik, indikator tersebut dapat dilihat dari target kinerja yang telah dicapai untuk 5 (lima) tahun realisasi fisiknya sebesar 98,77% dengan rincian tahun 2006 sebesar 99%, tahun 2007 sebesar 97%, 100% tahun 2008, 97,71% tahun 2009 dan 99,85% TAHUN 2010. Sedangkan capaian kinerja Anggaran selama 5 (lima) tahun dari total Anggaran Rp 12,982,347,097,- yang terealisasi sebesar Rp 11,613,458,487,-  ( 89,46%).
Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan dapat dijelaskan bahwa ada kegiatan yang ditunjang setiap tahunnya dengan anggaran seperti untuk kegiatan pelatihan wawasan kebangsaan, penyuluhan P4GN dan ada kegiatan yang tidak dibiayai setiap tahun yaitu kegiatan Kominda, pembauran kebangsaan, serta tentang kewaspadaan dini. Sehingga dari kegiatan tersebut  diatas yang di anggarkan secara terus menerus dapat mencapai target sedangkan yang tidak di anggarkan secara terus menerus tidak mencapai target.
Dilihat dari sisi penganggaran pada masing – masing kegiatan terlihat bahwa anggaran yang disediakan bersifat fluktuatif dan tidak menunjukan  peningkatan setiap tahunnya.  
Rasio antara realisasi dengan anggaran yang disediakan yang sangat baik pada tahun anggaran 2008 yaitu sebesar 96,02% sedangkan rasio realisasi yang kurang baik terjadi pada tahun 2009 hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya pelayanan kinerja pada kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu kegiatan Sosialisasi Satlinmas TPS Pemilu dari 4000 orang yang ditargetkan terealisasi 2700 orang, penyebabnya adalah asumsi awal satlinmas yang bertugas di TPS sejumlah 4000 orang, karena terjadi rasionalisasi atau pengurangan jumlah TPS sehingga petugas yang dibutuhkan hanya  2700 orang. Dengan pagu anggaran yang terbatas setiap tahun anggaran untuk Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sehingga cakupan sasaran belum dapat dilaksanakan secara optimal, sebagai contoh kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan setiap tahunnya hanya diberikan berkisar untuk 100 orang, hal ini belumlah efektif apabila melihat permasalahan di lapangan dan jumlah penduduk Kota Batam yang terus meningkat. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam. (Terlampir pada Tabel 2.5 ) 
2.4  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam dalam  menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:
Tantangan.
1. Tingkat pertumbuhan pencari kerja yang lebih tinggi di bandingkan lapangan kerja yang tersedia sehingga menimbulkan dampak sosial.
2. Tingkat pertambahan penduduk yang cukup tinggi akibat migrasi dan kelahiran.
3. Penduduk Kota Batam yang multi etnis, agama dan budaya.
4. Letak geografis Kota Batam berbatasan dengan Negara tetangga yang dapat menimbulkan kerawanan sosial budaya dan ekonomi.
Peluang.
1. Kota Batam sebagai daerah Kawasan pusat perdagangan, industri, pariwisata dan alih kapal dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
2. adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara instansi dan mitra kerja dalam penanganan masalah sosial.
3. Kondisi sosial Politik yang cukup stabil yang di tandai dengan suksesnya penyelenggaraan Pilpres, Pilgub, Pilwako dan Pileg.
4. Tingginya peran serta masyarakat LSM, Ormas, Perguruan Tinggi dalam bidang politik dan kesatuan bangsa.
   BAB  III
               ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN 
              TUGAS DAN FUNGSI 
3.1 Analisis RENSTRA Kementrian / Lembaga dan SKPD Provinsi yang berlaku.
Analisi Renstra Kementrian / Lembaga dan SKPD Provinsi yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, Sinkronisasi dan Sinergitas pencapaiaan sasaran pelaksanaan RENSTRA SKPD Kabupaten Kota terhadap sasaran RENSTRA Kementrian / Lembaga dan SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi dkewenangan tugas dan fungsi masing – masing SKPD.

RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam terkait dengan RENSTRA Kementerian Dalam Negeri karena Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan SKPD Provinsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri. 

Periode Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, sedangkan Periode rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri Tahun 2010 – 2015.
Berdasarkan Analisis terhadap RENSTRA Kementerian Dalam Negeri khususnya pada Dirjen Kesbangpol ada 7 Program yaitu :

1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik 

2. Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan 

3. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri 
4. Program Ketahanan Ekonomi 

5. Program Kewaspadaan Nasional

6. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

7. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Kesbangpol

Sedangkan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri. Ada 7 Program yaitu:
	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

	2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

	3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

	4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

	5. Program Pendidikan Politik Masyarakat

	6. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi

	7. Program Kerjasama Ketentraman dan Ketertiban 

8. Program Pengembangan Kemitraan
Adapun jumlah   Program pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam di luar EXBAU sebanyak 4 (empat) Program yaitu :

· Program pengembangan wawasan kebangsaan,
· Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik,
· Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS.
Ada 3 (tiga) jenis Program yang sama terdapat pada DIRJEN Kesbangpol, Badan Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kota Batam adalah :

1. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat serta Penanggulangan Bencana Alam.

2. Program pengembangan wawasan kebangsaan.

3. Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik.

Sedangkan Program yang tidak terdapat pada Badan Kesbangpol Kota Batam tetapi ada di Badan Kesbangpol Provinsi dan DIRJEN Kesbangpol yaitu :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

2. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi.

3. Program Kerjasama Ketentraman dan Ketertiban.

4. Program Pengembangan Kemitraan.

5. Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

6. Program Ketahanan Ekonomi
Sebaliknya Program yang tidak terdapat di Badan Kesbangpol Provinsi dan DIRJEN Kesbangpol tetapi ada di Badan Kesbangpol Kota Batam yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS.

Jumlah kegiatan untuk merealisasikan Program pada :

1. DIRJEN Kesbangpol ada sebanyak 193 Kegiatan.

2. Badan Kesbangpol Provinsi Kepri Ada sebanyak 42 Kegiatan.

3. Badan Kesbangpol Kota Batam ada sebanyak 15 Kegiatan.   




3.2    Telaahan  Tata  Ruang  Wilayah
Kota Batam awalnya merupakan Kotamadya Administratif yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 dengan luas wilayah 612,53 Km² yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu; Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batam Barat dan Kecamatan Batam Timur. Sedangkan fase selanjutnya, melalui Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kota Batam menjadi kota defenitif. 

Kondisi demikian, membawa konsekwensi  bertambahnya luas Pulau Batam dengan bergabungnya Pulau Rempang dan Pulau Galang. Adapun luas Kota Batam selanjutnya menjadi 399.000,00 Ha (3.990 Km²) dengan rincian luas wilayah daratan 103.843,22 Ha (1.038.4322 Km²) dan luas wilayah laut 295.156,78 Ha (2.951,5678 Km²). Dari luas wilayah tersebut, Kota Batam terdiri dari 400 (empat ratus) pulau dimana 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) diantaranya telah memiliki nama. 

Secara geografis wilayah Kota Batam terbentang antara 0º25’29” LU - 1º15’00” LU dan 103º34’35” BT - 104º26’04”BT dengan  batas-batas sebagai berikut: 

· Sebelah Utara dengan Selat Singapura

· Sebelah Timur dengan Kec. Bintan dan Kec. Teluk Bintan (Kab. Bintan)

· Sebelah Selatan dengan Kec. Senayang (Kab. Linga)

· Sebelah Barat dengan Kec Moro dan Kec. Karimun (Kab. Karimun).

Selanjutnya, terjadinya perubahan fungsi dan peran Kantor Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam dan perubahan SOTK baru menjadi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam, merupakan momentum yang amat penting dalam melakukan tugas dan merupakan urusan wajib Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap perlindungan kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban umum serta menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Karateristik masyarakat Batam yang heterogen dengan multi kultur merupakan khasanah kekayaan budaya, letak Kota Batam yang sangat strategis secara geopolitik berbatasan langsung dengan Negara tetangga  Singapura dan Malaysia yang merupakan pintu gerbang wilayah barat dan lalulintas perdagangan internasional.

Kota Batam dapat dikatakan miniaturnya Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di Kota  ini.  Letak  yang  sangat  strategis   ini    memiliki
 implikasi positif yang menguntungkan bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan perindustrian dan bidang-bidang jasa lainnya, namun disisi lain dapat juga memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.
3.3.1  Bidang Sosial dan Politik

Secara umum bidang Sosial dan Politik di Kota Batam masih perlu penanganan sedini mungkin untuk menghindari ekses-ekses negatif yang mungkin saja terjadi. Adapun permaslahan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

· Belum Optimal pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

· Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.

· Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

· Masih rendahnya kader partai politik dari kalangan perempuan.

3.3.2   Bidang Kesatuan Bangsa

· Sejak terjadinya krisis multidimensi yang melanda Bangsa Indonesia pada tahun 1998, menimbulkan ancaman yang sangat serius terhadap persatuan bangsa, kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal ini tampak dari konflik sosial yang terjadi akhir – akhir ini di beberapa daerah dan perlu di antisipasi dampaknya di Kota Batam. 
· Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan. 
· Kerukunan kehidupan beragama serta menjalankan syariah ataupun ajaran dalam beragama sering temui dalam aplikasinya masih dirasakan belum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

· Pendirian rumah ibadah belum sepenuhnya merujuk kepada ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan 09 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadat.
· Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan di tengah - tengah kehidupan masyarakat Batam. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA.

3.3.3 Bidang  Perlindungan Masyarakat

· Belum mantapnya kesiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana alam.

· Belum terjalinnya koordinasi yang sinergis antar lembaga / instansi yang terlibat dalam penanganan bencana di Kota Batam.

· Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan cenderung menurun.

· Belum memadai sarana dan prasarana siskamling.
· Masih rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia Satlinmas dalam mendukung keamanan lingkungan.
3.3.4    Bidang Penanganan Masalah Aktual
Aspek-aspek permasalahan aktual yang tidak dapat diduga dan muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batam seringkali mempengaruhi bidang-bidang lainnya, sehingga dapat membuat pencitraan Kota Batam menjadi tidak kondusif. 

Beberapa permasalahan aktual yang seringkali terjadi antara lain adalah :

· Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan pengerahan masa turun kejalan menyampaikan  tuntutan   mereka.  Aksi  damai,  seringkali  tanpa   disadari 
terkontaminasi sebagai akibat diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengarah untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Demonstrasi elemen masyarakat juga disampaikan kepada dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Kota Batam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam.

· Tingginya migrasi dari luar Kota Batam yang ingin mencari pekerjaan di Batam, sehingga sarana dan prasarana khususnya perumahan untuk pekerja tidak semuanya mampu disediakan oleh pihak pengelola kawasan industri, akibatnya mereka menempuh mendirikan bangunan dilahan kosong untuk tempat tinggal (Ruli).

· Konflik tenaga kerja dengan pengusaha yang dipicu oleh  permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta penetapan Upah Minimum Kota (UMK).
· Belum optimalnya pengawasan terhadap orang asing (Tenaga Kerja Asing) maupun lembaga asing yang berada di Kota Batam.

· Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pulau-pulau terluar (berbatasan langsung dengan negara asing)

· Isu - isu terorisme 
· Penyeludupan, penimbunan BBM bersubsidi, ilegal fishing dan ilegal logging serta Trafficking
·  Maraknya penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, psikotropika dan zat adiktif lainnya di kalangan Pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya. 
BAB IV

   VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, 
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1   Visi Dan Misi
Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan kepemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2011–2016:

“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional”

Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2012-2016, dirumuskan 5 (lima) pernyataan misi sebagai berikut:

1. Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan Pengelola Kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

2. Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari.
3. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan.
4. Menumbuhsuburkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur, multi agama dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
5. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Mengacu Visi dan Misi Pembangunan Kota Batam, maka dalam rangka menginplementasikannya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam telah merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :


VISI :
“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA KETAHANAN MASYARAKAT BATAM YANG HETEROGEN MENUJU KEHIDUPAN POLITIK YANG HARMONIS DAN BERBUDI PEKERTI “

Misi  :


Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan dalam beberapa Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar kelompok  dalam keragaman suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat yang ada dalam NKRI;

2. Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis ditandai dengan berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur sosial politik, sukses penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatnya partisipasi dan etika politik masyarakat, serta komunikasi politik berdasarkan nilai – nilai luhur agama dan budaya bangsa.
3. Mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertib, tentram, dan dinamis yang berlandaskan semangat kebersamaan dalam NKRI.

4. Mewujudkan ketahanan dan kesiagaan masyarakat dari segala bentuk ancaman dan bencana.
5. Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya deteksi dini, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang timbul di tengah – tengah masyarakat.

6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Organisasi Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi – fungsi organisasinya.
7. Meningkatkan kesadaran Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa dan Pekerja terhadap bahaya Penyalahgunaan NARKOBA.
8. Mewujudkan SDM Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam yang profesional, Bersih dan Berwibawa yang didukung sikap mental dan prilaku disiplin dengan berpegang teguh pada norma Hukum dan Agama. 
4.2  TUJUAN DAN SASARAN
4.2.1 Tujuan 

Tujuan dari rencana strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut;
1. Terwujudnya kesadaran Masyarakat terhadap nilai - nilai persatuan dan kesatuan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keanekaragaman budaya, suku ras, agama.
2. Terwujudnya Pemahaman Masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis, serta dalam suasana yang demokratis.
3. Tersedianya tenaga Perlindungan Masyarakat yang terlatih, trampil dan handal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
4. Terwujudnya Kewaspadaan dini Masyarakat dalam menghadapi terjadinya berbagai peristiwa Bencana.
5. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait  maupun dengan komponen masyarakat dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan aktual yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
6. Tersedianya SDM Organisasi Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi – fungsi organisasinya.
7. Terlaksananya kegiatan penyuluhan P4GN kepada pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum.
8. Tersedianya SDM Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam yang profesional, Bersih dan Berwibawa yang di dukung sikap mental dan prilaku disiplin dengan berpegang teguh pada norma Hukum dan Agama. 
4.2.2 SASARAN
Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut;
1. Meningkatnya Interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama, dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya ,  pendidikan  dan  perekonomian   tanpa  harus   menghilangkan 
indentitas masing – masing serta meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda. 
2. Membangun sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik di daerah.
3. Meningkatnya rasa  aman dan nyaman di tengah – tengah kehidupan masyarakat.
4. Meningkatnya kesiap – siagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai peristiwa bencana.
5. Meningkatnya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual secara cepat dan tepat.

6. Meningkatnya kualitas SDM Organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi – fungsi organisasinya.
7. Menurunnya penyalahgunaan Narkoba oleh pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum pada tingkat pencoba, pemakai dan pecandu. 

8. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam.
4.3  STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

4.3.1 STRATEGI 

Strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut diatas dalam tahun 2011 – 2016 oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut;

· Membangun semangat rasa persatuan dan kesatuan yang berwawasan nusantara  kepada  Masyarakat  ,   pelajar  dan  Mahasiswa  serta Organisasi 
kemasyarakatan melalui sosialisasi, dialog, seminar, Outbond, seni dan budaya serta ekonomi.

· Meningkatkan peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan dalam memelihara kerukunan antar suku bangsa dan Umat beragama, dalam kehidupan bermasyarakat melalui rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan terkait.

· Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, Kader Partai Politik, Tokoh Perempuan dan para pekerja di Kawasan Industri.

· Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah Kota Batam dalam memberikan informasi aktual, berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah – tengah Masyarakat.

· Meningkatkan Peran Ormas, LSM dan LNL sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan ke Ormas-an.

· Meningkatkan Peran dan Fungsi Petugas Perlindungan Masyarakat dalam memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

· Melaksanakan Penyuluhan Pencegahan Pembrantasan Peredaran Gelap NARKOBA kepada Pelajar, Mahasiswa, Pekerja dan Masyarakat Umum.
4.3.2 KEBIJAKAN

Adapun beberapa kebijakan yang akan dilakukan dalam tahun 2011 – 2016 oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan di tengah – tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta Mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku dan budaya.

2. Meningkatkan partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum melalui pendidikan budaya dan etika Politik. 

3. Meningkatkan Koordinasi antar instansi terkait dalam Penanganan permasalahan aktual yang meliputi ATHG, dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, budaya  Keamanan dan ketertiban masyarakat. 

4. Meningkatkan kualitas SDM dan data Organisasi Kemasyarakatan.

5. Meningkatkan kemampuan Linmas melalui pelatihan Linmas serta melengkapi sarana prasarana  dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

6. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Pokok dan Fungsi Pada Badan Kesbangpol Kota Batam.
7. Meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk tidak mencoba NARKOBA dan menurunkan Jumlah Pecandu NARKOBA  melalui penyuluhan kepada  Pelajar, Mahasiswa, Pekerja dan Masyarakat Umum tentang Bahaya NARKOBA.
BAB  V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1  Rencana Program dan Kegiatan 
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.

Program dan kegiatan Tahun 2011-2016 Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam disusun dengan mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada musrenbang. 

Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses dewan, maka disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2011-2016 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam (terlampir pada Tabel 5.1 ).

Beberapa prioritas program pembangunan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam yaitu;

· Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
· Program Pembangunan Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah.
· Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
· Program pengembangan wawasan kebangsaan.
· Program Pengembangan Paritisipasi dan Budaya Politik.
· Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat serta Penanggulangan Bencana Alam.
· Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS.
· Program Ketahanan Seni Dan Budaya
Dalam rangka mewujudkan Program – Program sebagaimana tersebut diatas, akan dilakukan beberapa Kegiatan yang meliputi :
1.  Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

·  Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah.
· Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
· Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur

4. Program pengembangan wawasan kebangsaan.

· Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No 09 dan 08 Tahun 2006 Tentang pedoman tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat.
· Kegiatan Peningkatan Forum  Pembauran Kebangsaan Kota Batam.

· Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
5. Program Pengembangan Paritisipasi dan Budaya Politik.

· Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan  Penddikan  Politik.

· Kegiatan sosialisasi Undang - Undang Politik.
· Kegiatan Bimtek Bantuan Keuangan Parpol.
· Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu {Pemantauan tahapan pemilu}.

· Kegiatan Verifikasi dan Pendataan Ormas se-Kota Batam.

6. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat
· Kegiatan Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen daerah ( Kominda ) Kota Batam.

· Kegiatan Pelatihan  Dasar Tentang Ilmu Intelijen dan Pendeteksi dini permasalahan sosial kemasyarakatan.

· Kegiatan Pelatihan Manajemen Ormas.

· Kegiatan Sosialisasi Permendagri No. 44 Tahun 2009 , Tentang pedoman kerjasama  Depdagri dan Pemda dengan Ormas dan Lembaga nirlaba lainya dalam bidang kesatuan bangsa dalam negeri.
7.  Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba.

· Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran gelap  Narkotika (P4GN) dan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ( HANI ).
5.2 Indikator Kinerja 
Indikator kinerja Program (outcome) dan kegiatan output merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam 1 (satu) program.
Indikator kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa Dan Politk Kota Batam adalah sebagai berikut :

· Tersedianya kebutuhan Administrasi Perkantoran
· Tersedianya kebutuhan Fasilitas sarana dan prasarana Perkantoran

· Tersedianya aparatur yang berkualitas dan berdisiplin yang tinggi
· Terosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No 09 dan 08 Tahun 2006 Tentang pedoman tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat dan Terlaksananya rapat koordinasi dan tersusunnya laporan FKUB tingkat Kota Batam.
· Tersosialisasinya Pembauran Kebangsaan di Kota Batam.
· Tersosialisasi Pengembangan pemahaman Wawasan Kebangsaan di Kota Batam bagi mahasiswa, pelajar dan tokoh masyarakat.
· Terlaksananya kordinasi antara Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dalam menyelesaikan Konflik antara Umat beragama.
· Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan Politik.
· Tersosialisasinya Undang -Undang  Politik.
· Terlaksananya kegiatan Bimtek Bantuan keuangan Parpol.
· Terpantaunya  tahapan Penyelenggaraan pemilu.

· Tersusunnya data Ormas, LSM dan LNL yang telah di verifika
· Tersosialisasi siaga bencana dan pelatihan penanganan bencana kepada masyarakat di lokasi potensi bencana.
· Terlaksana dan tersusunnya Laporan hasil rapat Kominda.
· Terlaksananya kegiatan pelatihan dasar tentang ilmu intelijen kepada Camat, kasi Pemerintah Kecamatan, Lurah dan Kasi Pemerintah kelurahan serta Pejabat kesbangpol dan Linmas.
· Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Manajemen  Ormas, LSM dan LNL.
· Tersosialisasi Permendagri No 44 Tahun 2009/No. 39 Th 2011 Tentang Pedoman kerja sama Depdagri dan Pemda dengan Ormas dan LNL dalam Bidang Kesatuan Bangsa dalam Negeri kepada LSM, LNL.

· Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba kepada Pelajar, Mahasiswa, Pekerja dan Masyarakat Umum.
5.3 Kelompok Sasaran 

Kelompok sasaran kegiatan selama Periode 5 (lima) tahun ke-depan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut:

· Pegawai Badan Kesbangpol Kota Batam
· Anggota Pengurus FKUB Kota, Camat, Lurah, Kasi Kesra Kecamatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

· Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pelajar dan  Organisasi Mahasiswa.

· Pelajar, Mahasiswa, Pekerja, Pegawai Pemerintahan dan Ormas serta Pelaku usaha.

· Pengurus Partai Politik.

· LSM, OKP, Organisasi Profesi, Organisasi Keagamaan, Yayasan dan Paguyuban.

· Anggota Intelijen instansi terkait.

5.4 Pendanaan Indikatif

Kerangka pendanaan setiap tahunnya sebagaimana tertuang pada Tabel 5.1.

Adapun jumlah Dana yang di Usulkan untuk selama 5 (lima) Tahun adalah sebagai berikut :
· Tahun 2011  Rp  1.201.659.735,80

· Tahun 2012  Rp  1.570.500.000,-

· Tahun 2013  Rp  2.746.152.400,-

· Tahun 2014  Rp  5.101.764.940,-
· Tahun 2015  Rp  3.852.591.434,-
· Total .......... Rp 14.472.668.510,-
Kenaikan Anggaran yang signifikan pada Tahun 2013, Tahun 2014 dan 2015 dikarenakan adanya Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Satlinmas di Kota Batam dan Kegiatan Dukungan Pemilu dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau.

BAB  VI

6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2011-2016, adalah sebagai berikut :

1.   Peningkatan Administrasi Perkantoran sebanyak 5 Paket.

2.   Peningkatan Fasilitas sarana dan prasarana Perkantoran sebanyak 5 Paket.

3.   Pembinaan Aparatur Badan Kesbangpol dan Linmas yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional / Bimtek sebanyak 34 Orang.

4.   Pembinaan kerukunan umat beragama, Pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat dan Terlaksananya rapat koordinasi dan tersusunnya laporan FKUB tingkat Kota Batam sebanyak 720 orang.

5.   Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan di Kota Batam sebanyak 4 Paket.

6.   Peningkatan pemahaman  tentang  Wawasan Kebangsaan di Kota Batam sebanyak 400 orang.
7.   Peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama melalui rapat koordinasi antara Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dalam menyelesaikan Konflik antara Umat beragama sebanyak 18 Kali.
8.    Pendidikan Politik bagi Mahasiswa, Pelajar, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Kader Parpol dan Tokoh Perempuan sebanyak 1200 orang.
9.    Sosialisasi Undang - Undang  Politik bagi Mahasiswa, Pelajar, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Kader Parpol dan Tokoh Perempuan sebanyak 500 orang.

10. Pembinaan Bimtek bantuan keuangan Parpol kepada Pengurus Parpol sebanyak 80 orang.
11. Monitoring  tahapan Penyelenggaraan pemilu sebanyak 2 Paket.

12. Verifikasi terhadap 250 Ormas, LSM dan LNL serta tersusunnya laporan hasil verifikasi sebanyak 2 Paket.
13. Peningkatan peran KOMINDA dan tersusunnya Laporan hasil rapat Kominda sebanyak 46 Kali.
14. Pembinaan Aparatur  tentang ilmu intelijen sebanyak 173 orang.
15. Pembinaan Pengurus Ormas, LSM dan LNL tentang Manajemen  Ormas sebanyak 225 orang.
16. Pembinaan Pengurus Ormas, LSM dan LNL Tentang Pedoman kerja sama Depdagri dan Pemda dengan Ormas dan LNL dalam Bidang Kesatuan Bangsa dalam Negeri kepada LSM, LNL sebanyak 250 orang.
17. Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba kepada Pelajar, Mahasiswa, Pekerja dan Masyarakat Umum sebanyak 2500 orang.
PENUTUP

Dengan penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang kemasyarakatan dan pembangunan.


Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu, diharapkan aparatur, khususnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam dengan dukungan bersama-sama bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

Akhirnya rencana strategis Badan Kesbangpol Kota Batam disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan dan perumusan program kerja dalam kurun waktu 2011-2016. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, RENSTRA ini terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian agar tetap eksis dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya. 






      Batam,   Februari 2014
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